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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 29 TAHUN 2013 
TENTANG 

TARIF LAYANAN POS UNIVERSAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 
tentang Pos, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika tentang Tarif Layanan Pos 
Universal; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4297); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
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Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5065); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 
tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 38); 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara; 

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi 
dan Informatika; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA TENTANG TARIF LAYANAN POS 
UNIVERSAL. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, 

layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan 
layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. 

2. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan 
Pos. 

3. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan 
penatausahaan layanan pos. 

4. Layanan Pos Universal adalah layanan Pos jenis tertentu yang wajib 
dijamin oleh Pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat 
mengirim dan/atau menerima Kiriman dari satu tempat ke tempat 
lain di dunia. 

5. Surat adalah bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa 
sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat 
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